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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN KKL

4.1
Peran Kepala Kepegawaian dalam memberikan arah pada proses sosialisasi dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negri Sipil di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC)
Berdasarkan pengamatan tentang Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari 2 (dua) perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dan juga dari perspektif mengenai apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi, apakah tindakannya sejak semula memang sudah demikian direncanakan atau tidak.
Perspektif yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan ayau arah organisasi dan melaksanakan misinya. Definisi ini mengisyaratkan adanya peran aktif yang rasional yang dimainkan oleh pimpinan dalam merumuskan strategi organisasi.

Perspektif yang kedua merupakan pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Menurut definisi ini tiap organisasi mempunyai strategi walaupun tidak harus selalu efektif, sekalipun strategi itu tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Artinya setiap organisasi mempunyai hubungan dengan lingkungannya yang dapat diamati dan dijelaskan. Pandangan seperti ini mencakup organisasi dimana perilaku para pimpinannya menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya.
Berdasarkan informan diketahui memotivasi pegawai lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan kultur dan nilai organisasi yang dapat mendorong prestasi kerja tinggi. Memberikan motivasi adalah memastikan bahwa orang bergerak kearah yang anda inginkan. Sasaran motivasi adalah untuk mencapai rasa memiliki tujuan bersama dengan memastikan bahwa sejauh mungkin keinginan dan kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan para anggotanya berada dalam keadaan yang harmonis.
Dan motivasi pegawai secara efektif ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut :
1. tindakan, dan pengaruh pengalaman dan harapan.
2. Memahami proses dasar motivasi, model kebutuhan, sasaran, Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kebutuhan yang mendorong kearah sasaran dan keadaan dimana kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi.
3. Mengetahui bahwa motivasi bukanlah hanya masalah memberikan lebih banyak uang.
4. Mengetahui bahwa motivasi tidak hanya dapat dicapai hanya dengan menciptakan perasaan puas, terlalu banyak perasaan puas dapat menimbulkan perasaan puas diri dan kelambanan.
5. Memahami bahwa, disamping semua faktor di atas, ada hubungan yang komplek antara motivasi dan prestasi kerja.
Seorang pimpinan organisasi mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi baru akan tercapai bilamana terbina kerjasama yang harmonis antara sesama bawahan, bawahan dengan atasan serta terjadi interaksi yang baik diantara semua pekerja. Pemikiran ini didasarkan kepada adanya saling ketergantungan, interaksi dan keterkaitan diantara semua pekerja yang ada.
Kepuasan kerja harus diciptakan sebaik-baiknya, supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan bawahan meningkat. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan bawahan artinya kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka kedisiplinan bawahan baik, sebaliknya jika kepuasan kerja kurang tercapai dari pekerjaannya, maka kedisiplinan bawahan rendah. Besar kecilnya organisasi juga mempengaruhi kepuasan kerja bawahan. Semakin besar organisasi, maka kepuasan kerja bawahan semakin menurun, karena peranan mereka semakin kecil dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Selain itu, beban kerja organisasi juga turut berpengaruh, di samping itu kepuasan kerja bawahan banyak dipengaruhi sikap-sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan partisipasi memberikan kepuasan kerja bagi bawahan, oleh karena bawahan ikut aktif dalam memberikan pendapatnya untuk menentukan kebijakan. Sedangkan kepemimpinan otoriter mengakibatkan kepuasan bawahan rendah. Kepemimpinan menunjuk kepada sekelompok orang yang secara aktif merumuskan doktrin dan program lembaga serta mengarahkan kegiatan dan hubungan lembaga dengan lingkungannya. 

Ketika orang dan lingkungannya menjalani gejolak dan ketidakpastian, peranan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Selain itu, perhatian organisasi terhadap bentuk struktur organisasi dapat memberikan daya saing, membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengelola keanekaragaman, meningkatkan efisiensi organisasi, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa, memberikan organisasi kea rah yang lebih baik, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, membantu organisasi untuk mengembangkan strategi implementasi.
Berkaitan dengan kebutuhan individu, keinginan dan kegairahan kerja dapat ditingkatkan dengan pertimbangan tentang adanya dua aspek motivasi yang bersifat statis. Aspek statis pertama tampak sebagai kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar bagi harapan yang akan diperoleh lewat tercapainya tujuan organisasi. Aspek statis kedua adalah berupa alat perangsang atau insentif yang diharapkan akan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok yang diharapkan tersebut. Disamping itu, upaya pimpinan dapat dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. sebagai akibatnya bawahan mendapatkan beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam pekerjaanya.
Hal yang terpenting adalah untuk memotivasi bawahan dilakukan dengan memberikan tanggungjawab dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil keputusan/kebijaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi moral/gairah kerja seorang akan meningkat, jika kepada mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Berdasarkan hasil pengamatan di Balai besar wilayah sungai citarum (BBWSC) ada beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai di Balai besar wilayah sungai citarum (BBWSC) yaitu sebagai berikut :
1. Partisipasi.
Maksudnya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, bawahan merasa ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan organisasi sehinggga moral dan gairah bekerjanya akan meningkat. Seperti dalam rapat bawahan diberi kesempatan untuk mengajukan ide, pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Komunikasi.
Maksudnya adalah menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi. Dengan cara ini maka motivasi bekerja bawahan akan meningkat. Semakin banyak seseorang mengetahui suatu persoalan maka semakin besar pula minat dan perhatiannya terhadap persoalan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa camat selalu beriktiar untuk memberikan informasi kepada bawahannya dan bawahan akan merasa dihargai dan akan lebih giat bekerja. Apabila terjadi kesalahan tidak segan-segan kepela kepegawaian  menegur staf tersebut dan memberikan solusi perbaikannya dan sebaliknya kalau kepala kepegawaiian salah staf bisa menegurnya pula.
3. Pengakuan.
Maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin, jika mereka terus-menerus mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. Upaya memberikan pengakuan/pujian kepada bawahan dengan penjelasan bahwa dia patut menerima penghargaan, karena prestasinya dan jasa-jasa yang diberikannya. Pengakuan dan pujian ini harus diberikan dengan ikhlas di hadapan umum supaya nilai pengakuan itu semakin besar. Dan selalu mencontohkan salah satu staf yang baik dan patut dicontoh dan ditiru oleh rekan-rekan yang lain.

4. Pendelegasian Wewenang.
Maksudnya adalah mendelegasikan sebagian wewenang dan kebebasan untuk mengambil keputusan dan kreativitas kepada bawahan untuk melaksanakan tugastugas atasan. Untuk ini atasan harus meyakinkan bawahan bahwa dia mampu dan dipercaya dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Manajemen sumber daya manusia di lingkungan suatu organisasi sangat mengutamakan prinsip pembagian pekerjaan, dengan sistem desentralisasi. Di pihak lain manusia yang menjadi pemimpin pada umumnya menyenangi sistem sentralisasi dengan kekuasaan ada pada satu orang. 

Dilihat dari sudut orang yang dipimpin dengan jumlahnya yang lebih banyak, cenderung menyenangi sistem desentralisasi, meskipun terlihat kecenderungan jika mendapat peluang menjadi pemimpin akan menyenangi untuk berperilaku dengan sistem sentralisasi. Kondisi ini, merupakan tantangan bagi manajemen sumber daya manusia.
Mengantisipasi tantangan seperti itu seharusnyalah para pimpinan organisasi mensepakati bahwa pelimpahan wewenang atau kekuasaan merupakan kebutuhan untuk mewujudkan organisasi yang sukses. Untuk itu organisasi berkewajiban melengkapi para pegawainya dengan keterampilan dan kewenangan menetapkan keputusan, yang secara tradisional merupakan hak atau kewenangan para pimpinan. Keterampilan dan kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai posisi atau jabatannya, maka setiap masalah dapat diselesaikan dengan tepat, tanpa birokrasi yang berlebih-lebihan. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi organisasi karena merupakan bagian dari kecepatan memberikan respon dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Hal yang terpenting adalah untuk memotivasi bawahan dilakukan dengan memberikan tanggungjawab dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil keputusan/kebijaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi moral/gairah kerja seorang akan meningkat jika kepada mereka diberikan kepercayaan.

5. Perhatian Timbal Balik.
Maksudnya memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan/harapan pimpinan kepada bawahan dan memahami serta berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan dari organisasi. 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pemberian motivasi kepada pegawai menurut pimpinan adalah untuk :
a) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.
Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan ini dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Menurut pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan diperoleh data bahwa beberapa pegawai yang telah termotivasi dalam bekerja, semangat kerja, dan prestasi kerjanya meningkat. Hal ini dapat dilihat dari laporan bulanan, laporan kinerja.
b) Meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
Berdasarkan informan diketahui beberapa pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi produktivitas kerjanya meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya yang semakin baik serta volume pekerjaannya yang semakin bertambah.
c) Mempertahankan kestabilan pegawai.
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa berapa pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi berpengaruh terhadap kestabilan emosinya. Seperti penyelesaian pekerjaan masing-masing PNS.

d) Meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa kedisiplinan pegawai semakin baik jika mereka mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari absensi mereka dimana tingkat kehadiran mereka yang selalu meningkat serta mereka hadir di tempat kerja tepat waktu.

e) Mengefektifkan pengadaan pegawai.
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa motivasi kerja yang tinggi dapat mengefektifkan pengadaan pegawai. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa semakin rendah motivasi kerja pegawai maka semakin mudah yang bersangkutan untuk dimutasi ke tempat lain. Fakta ini menunjukkan bahwa pengadaan pegawai akan efektif apabila para pegawai mempunyai motivasi kerja yang tinggi.
f) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa dengan semakin tingginya motivasi kerja pegawai maka suasana dan hubungan kerja antar pegawai semakin baik. Hal ini dapat dipahami sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan bahwa pada dasarnya pegawai ingin adanya rasa keadilan, suasana yang kondusif dalam bekerja sehingga mereka dapat saling menghargai satu sama lain.
g) Meningkatkan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi pegawai.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dengan semakin tingginya motivasi kerja pegawai maka tingkat loyalitas, kreatifitas dan partisipasi pegawai dalam melaksanakan tugas semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari kreatifitas dan partisipasi PNS di lingkungan BBWSC seperti partisipasi pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang di lingkungan BBWSC.
h) Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa dengan meningkatkan motivasi kerja pegawai akan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini diperkuat dengan data bahwa semakin rajin pegawai bekerja maka semakin banyak insentif yang diberikan kepada yang bersangkutan sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi mereka yang jarang masuk kantor. 
4.2
Peran Kepala Kepegawaian dalam pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan untuk pegawai dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negri Sipil di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC)


Reformasi birokrasi telah dimulai dari instansi pemerintah yang secara strategis memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam reformasi birokrasi diperlukan perubahan pola pikir (mindset change) yang mendasar dari pola berfikir normatif menjadi berfikir konstruktif, artinya orang akan melihat dan mengikuti kita, karena manfaat yang diperolehnya. Dasar pemikiran dan tinjauan manajemen pemerintahan telah dikembangkan dengan tujuan merefleksikan dilema etika dan moral pejabat dalam bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Unsur utama reformasi birokrasi adalah SDM yang kompetensi, dedikasi dan profesional. Selain kesiapan peraturan perundang undangan, sarana dan prasarana pendukung, modernisasi sistem serta kebijakan pemerintah untuk mendorong terciptanya pola pengawasan masyarakat.
Reformasi birokrasi, kata mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan. Penerapan standar operasional pelayanan, dengan menaikkan gaji pegawai dan pemberian remunerasi layak belum cukup efektif tercapainya reformasi birokrasi. Dalam praktek, urusan pemerintahan sangat dipengaruhi atas perintah pimpinan tanpa memperhatikan aturan telah dibuat, pedoman yang telah ditetapkan mudah dilanggar dengan kebijakan pimpinan. Selain itu tantangan berat dihadapi dalam menjalankan reformasi birokrasi, adalah masih banyak patologi birokrasi belum dapat dihilangkan, seperti sifat arogansi pejabat dalam memberikan pelayanan dan tindakan aparat sering melanggar hukum. 

Mimpi, birokrasi bebas korupsi menjadi pertanyaan besar, apakah setelah dilakukan reformasi birokrasi ada jaminan bebas dari praktek korupsi? Atau sebaliknya, dalam birokrasi pemerintahan pejabat bebas melakukan korupsi? Jawabannya terpulang kepada kita semua sebagai bahan renungan. Korupsi telah merambah ke semua lini pemerintahan, telah mengakar, kadang terorganisasi secara rapi. Merosotnya mental, etika dan moral pejabat penyelenggara negara menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga menurunkan citra negatif birokrasi. Budaya sektor kepada atasan juga tidak terlepas dari sebuah sistem yang terbangun secara rapi dan terorganisasi karena dilakukan bersama oleh beberapa orang dalam organisasi.

Perilaku korupsi dan kolusi bukan merupakan kejahatan luar biasa, tetapi tindakan yang dianggap biasa oleh pelakunya. Korupsi menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada keraguan bagi pelakunya untuk melakukan itu. Seorang filosof perempuan, Hannah Arendt menilai korupsi sebagai tindakan kejahatan tidak dipikirkan secara mendalam, bukan merupakan suatu konsepsi teoritis tetapi sebagai fenomena faktual dan konkrit. Korupsi dan kolusi terjadi karena ada peluang dan kesempatan, setidaknya ada dua pihak yang sepakat untuk menciptakan peluang dan ada kesempatan untuk melakukan. Korupsi, kolusi dan nepotisme sulit diberantas, karena sudah menjadi warisan tradisi dari pendahulu dalam birokrasi pemerintahan, sejak jaman penjajahan Belanda, jaman pendudukan Jepang, jaman kemerdekaan sampai sekarang. Dari masa demokrasi terbelenggu sampai masa kebebasan demokrasi tanpa batas masih tetap berlangsung.

Reformasi birokrasi dengan meningkatkan SDM kompetensi, dedikasi dan profesional, menaikkan gaji dan pemberian remunerasi yang layak belum cukup optimal, tanpa keteladanan dan daya dobrak dari pejabat penyelenggara negara untuk memberantas KKN. Tanpa melakukan perubahan mendasar dalam revolusi birokrasi, pemerintah akan selalu menghadapi masalah korupsi serupa yang berkepanjangan. Maka dari itu kepala di BBWSC sangat berpartsipasi dalam pencegarah tindakan KKN di lingkungan BBWSC
Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih professional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi birokrasi sudah dan sedang berlangsung di semua lini departemen/ lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dan melihat surat edaran menteri pemberdayaan aparatur negara
Sejak menteri Pemberdayaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 Tanggal 10 Oktober 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap instansi baik pusat maupun daerah wajib  melaksanakan  kegiatan berikut, 
1. Melakukan penataan PNS di lingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: Kep/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai.
2. Setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men. PANNomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
3. Setiap instansi pemerintah harus melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/ mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS.

 

Tujuan dari penataan tersebut adalah memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga dapat didayakan secara optimal dalam rangka  meningkatkan kinerja pemerintah. Dan sasaran yang dicapai antara lain,
1. Terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi-misi sehingga pegawai  mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab. 
2.  Terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan. 
3. Terdistribusinya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing. 
4. Tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Dan 
5. Terlaksananya sistem penilaian kerja yang obyektif.

 

Output (keluaran) dari penataan aparatur negara tersebut diharapkan berupa 
(1) Profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional yang berangka kredit maupun tidak berangka kredit; 
(2) Perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; dan 
(3) Beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di BBWSC
Total PNS di BBWSC  berjumlah sekitar 292 (Badan Kepegawaian Negara Juni 2007). Jumlah tersebut belum dapat memberikan informasi bahwa jumlah PNS secara nasional sudah berkecukupan, berkekurangan atau berkelebihan. Dari data komposisi, PNS berpendidikan SLTA ke bawah ada sekitar 187 (64,04%) PNS berpendidikan Diploma I s.d. Diploma III/ Sarjana Muda ada sekitar 31 (10,6%). Selanjutnya hanya 74 (25,34%) PNS yang berpendidikan Diploma IV/ S1 s.d. S3.
Melihat kondisi SDM PNS di BBWSC tersebut, tidak jarang kita mendengar opini di tengah masyarakat bahwa kinerja pemerintah kerap kali dipandang belum profesional dan berlum berbasis kinerja (berorientasi output). Untuk itu, banyak kalangan pemerhati birokrasi mendorong pemerintah mengedepankan pengelolaan SDM aparatur pemerintah dengan manajemen kepegawaian berbasis kinerja.

Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur
a. Penetapan Indikator Kerja
Dalam usaha meningkatkan kinerja aparaturnya, pemerintah (c.q. Menpan) menetapkan program manajemen kepegawaian berbasis kinerja. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan tersebut  adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Yang dimaksud dengan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Kinerja pegawai dijabarkan langsung dari misi organisai. Penilaian kinerja dilakukan secara transparan dan obyektif. Penilaian kinerja menjadi bahan diagnosis  dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya kinerja pegawai juga menjadi istrumen utama dalam pemberian reward and punishment termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai.

Dengan demikian, peraturan pemerintah tersebut menunjang dan mendukung upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis kinerja (berorientasi produk).

b. Upaya Lain: Diklat, Disiplin dan Remunerasi
Upaya lain yang diupayakan pemerintah dalam memperbaiki kinerja aparaturnya adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai), penegakan disiplin PNS dan sistem remunerasi di lingkungan kerja instansi pemerintah.

Dalam upaya peningkatan profesionalitas pegawainya, pemerintah menggalakkan  pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai. Diklat dapat berupa diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis.
Pemerintah yakin perbaikan kinerja pemerintah dapat terlaksana bila setiap instansi pemerintah menegakkan disiplin PNS. Disiplin tersebut tidak terjadi hanya untuk sementara alias hangat-hangat tahi ayam. Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten. Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya. 

Remunerasi adalah pemberian imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. Dengan remunerasi diharapkan adanya sistem penggajian pegawai yang adil dan layak. Besaran gaji pokok didasarkan pada bobot jabatan. Penggajian PNS juga berdasar pada pola keseimbangan komposisi antara gaji pokok dengan tunjangan dan keseimbangan skala gaji terendah dan tertinggi. Dengan remunerasi pula, peningkatan kesejahteraan pegawai dikaitkan dengan kinerja individu dan kinerja organisasi. 

Sejak digemakannya reformasi birokrasi di lingkungan departemen/ lembaga, pemerintah terus menerus ikut serta mereformasi diri demi menunjang program manajemen aparatur negara berbasis kinerja. Pemerintah menyadari penataan manajemen kepegawaian berbasis kinerja mendesak dilaksanakan mengingat hal itu juga merupakan tuntutan era globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan.

Semangat reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja aparatur negara selalu dan tetap menaungi departemen/ lembaga pemerintah meskipun ada opini negatif yang mengatakan bahwa belum ada reformasi di lingkungan birokrasi. Upaya perbaikan itu terlihat dari output (keluaran) yang dipegang setiap pegawai berupa buku uraian jabatan dan pekerjaan, profil jabatan dan panorama pekerjaan. 

Para pimpinan di lingkungan BBWSC selalu mengingatkan dan mengajak  para pegawainya supaya membekali diri dengan berbagai kecakapan (kompetensi) antara conceptual skill (kemampuan konseptual), social skill (kemampuan bersosial) dan technical skill  (kemampuan teknis) terkait dengan tugas dan fungsi masing-masind departemen/ lembaga pemerintah. Bila tidak, siap-siaplah menjadi MPP (alias mati pelan-pelan) atau tidak mendapat promosi jabatan.

Harapan untuk tahun-tahun mendatang, perbaikan kinerja aparatur negara di lingkungan departemen/ lembaga semakin lebih baik. Dengan reformasi birokrasi yang berkesinambungan maka PNS yang profesional dan bermoral, sistem manajemen yang bersifat unified dan berorientasi pada kinerja akan terwujud sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
4.3
Peran Kepala Kepegawaian untuk mempersatukan (internalisasi) kelompok dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negri Sipil di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC)


Tak dapat dipungkiri, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan, karena Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan mencapai tujuan organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Di sisi lain juga sebagai keberhasilan individu bagi karier pegawai/karyawan dan dapat meningkatkan kualitas profesionalnya.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekat memerangi praktek-praktek KKK atau yang lebih populer dengan istilah "Good Governance". Untuk semua itu, bagi Pemerintah yang harus dilakukan adalah meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberikan pelayanan prima. 

Untuk membangun sosok Aparatur sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah perlu membina aparatur secara terus menerus dengan jelas, terarah, transparan dan sebagai salah satu jalur adalah melalui Pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. Dengan pola karier yang jelas, terarah dan transparan akan dapat merangsang pegawai untuk mengembangkan karier dan profesionalisme. 

4.2.1 Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil 

Dalam organisasi Pemerintah pembinaannya SDM-nya dimungkinkan secara formal dilakukan melalui jabatan struktural dan fungsional. Sesuai dengan PP 100 Tahun 2000, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Secara tegas jabatan struktural merupakan suatu jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi bagi PNS yang memiliki potensi dominan untuk memimpin. 

Sedangkan pengertian jabatan fungsional PNS menurut PP No. 16 Tahun 1994 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Secara tegas dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional merupakan suatu jabatan yang tidak tampak dalam struktur organisasi tapi fungsinya diperlukan organisasi bagi PNS yang dinilai mempunyai potensi yang profesional. 

Menurut Hardijanto, Deputi III MENPAN Bidang SDM Aparatur dalam Pembinaan Karier PNS melalui Jabatan Fungsional ada 5 butir kriteria Jabatan Fungsional, sebagai berikut : 

1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi; 

2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;

3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan 

a) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian 

b) Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan

4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri 
5. Pejabat fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengembangan Jabatan Fungsional yang mengacu pada Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Profesionalisme Pegawai. 
4.2.2 Pengembangan Pola Karier PNSDikaitkan Dengan Diklat 

Pengembangan pegawai pada hakekatnya adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja secara kualitatif sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu pegawai untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi. 

Dalam rangka pengembangan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, seperti : kecakapan, pengetahuan, keahlian dan karakter pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai harus sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga peningkatan kualitas pegawai akan benar-benar terpenuhi.

Untuk melaksanakan pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan hasil penyusunan analisa jabatan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengadakan seleksi tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada; 

2. Mengadakan identifikasi kemampuan, ketrampilan, potensi pegawai yang telah ada dengan mengarah alat ukur yaitu sistem penilaian pegawai, sehingga dapat diketahui : 

a. Seberapa jauh pegawai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; 

b. Seberapa jauh penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang bersangkutan 

c. Seberapa jauh pegawai dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. 

Pola karier merupakan arah pembinaan PNS yang menggambarkan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. 

Jadi hakekat dari pola Karier adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik horisontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat posisi yang lebih tinggi. 

Dalam rangka memantapkan lebih lanjut pengembangan SDM yang digambarkan dalam pola karier melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, dapat tergambar dalam pentahapan pengembangan karier pegawai sebagai berikut: 
1. Tahap Orientasi 

Tahap ini merupakan usaha dengan cara memberikan tugas khusus yang terprogram dalam waktu tertentu sehingga pegawai tersebut : 

a. Mempunyai gambaran secara umum kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pendidikan formal; 

b. Mempunyai gambaran tentang usaha apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasarnya menjelang tugas yang akan dihadapinya. 

Dalam tahapan ini, tugas penanggung jawab pengembangan SDM adalah memonitor sejauh mana bakat, minat dan potensi pegawai tersebut, guna penempatan selanjutnya. 

2. Pelatihan Pra Tugas 

Dengan mengenali prestasi kerja/potensi pegawai tersebut, selanjutnya diperlukan pendidikan dan pelatihan teknis yang relevan, yang diikuti dengan seleksi, dan penilaian guna mendapatkan pegawai yang semaksimal mungkin disesuaikan dengan bakat dan minat. 

3. Penempatan dalam rangka Pengembangan Profesi 

Dari penggabungan antara bakat dan minat pegawai, dapat diarahkan untuk diberi tugas dalam jabatan-jabatan yang memerlukan syarat kualifikasi teknis dan kemampuan mengenal kegiatan-kegiatan manajemen. Pengawasan pada tahap ini dikombinasikan dengan pelatihan-pelatihan teknik sosialisasi dan teknik manajemen pada tingkat dasar. 

4. Penugasan dalam rangka Pemantapan Profesi 

Dalam tahap ini secara selektif pegawai ditugasi: 

a. Sebagai manajer staf dan manajer lainnya sesuai dengan kemampuannya guna memantapkan kemampuan manajerialnya yang bersangkutan agar dapat meniti jenjang jabatan yang lebih tinggi. 

b. Sebagai spesialis sesuai dengan keahliannya untuk dapat mengenali, menilai dan memecahkan setiap masalah dalam lingkup tugasnya, dalam konteks keseluruhan, masalah yang dihadapi oleh organisasi. 

5. Tahap Pematangan Profesi 

Penugasan lebih lanjut sebagai jabatan manajer dan fungsional tingkat menengah dan tinggi dengan spesifikasi penugasannya sebagai berikut : 

a. Sebagai manajer/staf yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan menetapkan kebijakan di bidang masing-masing sesuai dengan misi organisasi/departemennya dan kebijaksanaan pimpinannya. 

b. Sebagai spesialis fungsional yang mempunyai kemampuan berfikir menilai dan memecahkan masalah yang dihadapi secara konsepsional dan komperhensif dilingkungan kantornya. 

Sebagai upaya untuk membina perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan tugas pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih (Good Governance) salah satu pendekatan utama adalah pembangunan SDM melalui Pengembangan Pola Karier PNS yang diikuti oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat. 
Pola karier yang jelas, terarah, transparan yang diikuti oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat merangsang pegawai untuk mengembangkan karier dan profesionalismenya. Dengan terwujudnya Aparatur yang profesional dapat membangkitkan kesadaran mengatasi kejahatan-kejahatan sosial (korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Pengembangan Pola Karier PNS yang dikaitkan dengan pendidikan dan pelatihan terdapat 5 tahap, yaitu : 

1. Tahap Orientasi 

2. Pelatihan Pra Tugas 

3. Penempatan dalam rangka Pengembangan Profesi 

4. Penugasan dalam rangka Pemantapan Profesi 

5. Tahap Pematangan Profesi
4.4
Peran Kepala Kepegawaian untuk melaksanakan sistem pengendalian dan control dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negri Sipil di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC)


Sistem kontrol (control system) adalah suatu alat (kumpulan alat) untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Dan menghidupkan system tersebut dengan system disiplin pegawai. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam peraturan bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang pada akhirnya, menjadi sebuah nilai positif bagi pegawai yang bersangkutan. Akan tetapi, sebagai manusia baik dalam jajaran staf maupun pejabat yang berada di Balai besar wilayah sungai citarum (BBWSC), masih terlihat adanya ketimpangan dalam mensikapi disiplin pegawai. Contohnya dibalai BBWSC ketika kepla sudah dating tetapi masih banyak karyawan yang belum datng padahal waktu sudah memasuki jam kerja.
Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang Undang Nomor : 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Menjadi tanggungjawab PNS, sebagai cerminan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajibannya, sebagai aparatur negara agar berkualitas dan menciptakan suasana yang kondusif. Indikator kedisiplinan pegawai, terlihat adanya pemenuhan kehadiran bekerja pada jam kerja kantor yang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melibatkan proses pengendalian kinerja agar berhasilguna dan berdayaguna secara rutin dalam tugasnya sehari-hari di kantor.

Kedisiplinan pegawai pada instansi atau satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, masih terlihat dan terkesan kurang ditaati. Seperti di BBWSC yaitu jam kerja yang tidak menentu. Sehingga, dijumpai berbagai pelanggaran disiplin pegawai yang berdampak tidak mencapai target penyelesaian dalam tugasnya, dan ataupun beban yang harus diselesaikan menjadi berlarut-larut. Sehingga akan sulit menyelesaikannya, apabila pegawai yang bersangkutan sering meninggalkan kantor pada jam kerja (bukan karena tugas), dan tanpa memberitahukan kepada atasan langsungnya.

Hal ini, sering terjadi karena kurangnya pengendalian dan kontrol internal yang dilakukan oleh atasan langsungnya, maupun kesempatan untuk melakukan hengkang dari jam kerja kantor sangat mudah karena faktor ruangan yang saling berjauhan dan kurangnya kesadaran pegawai yang bertemperamen cuek, maupun acuh untuk berdisiplin diri. Dan pengamatan di sana bahwa karena jam kerja yang tidak pasti sehingga pada PNS dengan seenaknya keluar masuk kantor.
Faktor lain yang menjadikan pegawai yang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, diantaranya beban kerja yang bersangkutan secara rutin menjenuhkan seperti kerjaan yang itu-itu saja, kurangnya dilibatkan dalam kegiatan lainnya, Oleh karena itu, terjadi kurangnya komunitas dan pada akhirnya tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan seperti yang diharapkan dan sangat mempengaruhi kelancaran sinergis dan dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan disiplin kepegawaian. 
Berdisiplin sesuai dengan aturan yang ada, bagi PNS wajib untuk menjunjung tinggi korp dan melihat kondisi bagi pegawai yang tidak disiplin seperti di atas, maka sangat diperlukan kejelian berinisiatif dari pimpinan satuan kerja, termasuk seluruh staf untuk menjadikan sebuah komunitas aparatur negara yang konsekuen dan senantiasa menjaga serta melaksanakan kedisiplinan. 

Pada saat ini, pegawai di Balai besar wilayah sungai citarum (BBWSC), dalam jenjang umur maupun karir masing-masing, dalam kondisi yang Labil Manajerial. Artinya, semua pegawai dalam posisi umur yang relative cenderung ingin mengejar berbagai fasilitas, dan karir dalam jabatan. Sementara, pada era yang banyak mengimage kebutuhan hidup, masih kurang terpenuhi karena kurangnya peningkatan bidang Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan jenjang pendidikan. Alhasil masih banyak berpola pikir untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan kurang berhasrat untuk meningkatkan jejang pendidikan. 

Tetapi, tidak semua PNSnya berorientasi kedepan untuk menjadi seorang pegawai yang mampu merubah dirinya menjadi pegawai yang memiliki karir ke jejang yang lebih tinggi dan profesional. Apabila manajemen PNS dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka paling tidak mengatasi kedisiplinan akan dapat terealisasi dengan memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan tahap manajemen Sumber Daya Manusia yang memiliki akses disiplin tinggi, harus ada prioritas utama dalam penilaian pemenuhan persyaratan yang tertuang dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Hal ini, setiap tahunnya dilakukan dalam rangka untuk penilaian kinerja PNS yang bersangkutan. Agar dapat mewujudkan kedisiplinan PNS, dan berkarir semaksimal mungkin sebagai aparatur pemerintah yang baik, diperlukan antara lain : 

1. Pemahaman : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999. Pada prinsipnya, dalam peraturan ini, dimanifestasikan ke dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3), dimana memuat kriteria penilaian di BBWSC secara berurut, sebagai berikut :

1. Kesetiaan seperti tetap patuh pada atasan
2. Prestasi Kerja adanya prestasi di setiap pekerjaan
3. Tanggung Jawab dalam diberi tugas oleh atasan
4. Ketaatan pada aturan yang berlaku
5. Kejujuran kepada semua orang dilingkungan balai maupun di luar balai
6. Kerjasama antar sesama pegawai atau pimpinan balai
Atas dasar kriteria penilaian bagi PNS yang tertuang dalam DP3 tersebut, maka dalam satu tahun bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, diberikan nilai oleh atasan langsungnya. Mensikapi tata cara penilaian untuk masing-masing PNS, maka atasan langsung mempunyai hak untuk mempertahankan nilai yang diberikan dalam DP3. PNS yang dinilai masih diberikan kesempatan untuk menyanggah sebelum DP3 ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan, dan Atasan Langsungnya. Apabla nilai DP3 rata-rata kurang dari minimal nilai yang ada, maka DP3 tidak dapat untuk memproses kepegawaian yang bersangkutan (kenaikan pangkat) tidak memenuhi syarat.

Untuk PNS yang bermasalah, hendaknya secara terus menerus diberikan pembinaan, bisa berupa teguran secara lisan, dan kalau masih belum berhasil maka dengan surat teguran dan bilamana masih tidak melaksanakannya, maka bisa diusulkan untuk diberhentikan sebagai PNS.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Untuk menjaga kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain :

a. Memperlakukan personal approach. Artinya agar diantara bawahan dan atasan terjadi komunikasi aktif dalam jam kerja di lingkungan organisasi masing-masing. Seperti di BBWSC adanya tegus sapa kalau ada atasan atau bawahan yang bertemu.
b. Menciptakan kreativitas yang mendukung terhadap kemampuan diri dalam berkarir dibidangnya masing-masing.

c. Gunakan waktu kerja untuk bekerja, dan fokuskan segala sesuatunya untuk mengabdi sebagai pegawai yang digaji dari pungutan pajak rakyat.untuk di BBWSC sendiri atasan atau pimpinan diharusakan bekerja sesuai dengan waktu yg telah ditetapkan walaupun masih banyak karyawan yg masih melanggarnya
d. Mengikuti berbagai kegiatan Diklat atau program pencerahan bidang sumber daya  manusia, sesuai dengan kegiatan yang ada dalam anggaran tahun berjalan. Seperti adanya pelatihan e-proc untuk para karyawan BBWSC dalam pelaksanaan sistem tender malalui inetrnet.
e. Ciptakan keberadaannya sangat disukai, dibutuhkan, harus ada sehingga ketiadaannya dirasakan kehilangan. Realisasinya di BBWSC bahwa keterikatan persaudaraannya antara para pegawai khususnya di bagian kepegawaian sangat erat sekali.
Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan, ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar balai.

PAGE  
108

